




FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 




MANAJEMEN ASET DAERAH STUDI PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN 







                                                        OLEH:  
HESTRIA NOVIAYANTI SIAMA 
E 211 09 263 
 
Diajukan sebagai tahap penyelesaian Studi Ilmu Administrasi 
 Guna Memperoleh Gelar 












  UNIVERSITAS HASANUDDIN 
  FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
  JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 




Hestria Noviayanti Siama (E21109263), Manajemen Aset Daerah studi pada Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, xvii+79 Halaman +9 tabel +2 
gambar  +9 pustaka (1981-2009) +2 Lampiran 
 
Semakin meningkatnya tuntutan  masyarakat dalam pemberian pelayanan publik, maka 
pemberian otonomi daerah sangat diperlukan masyarakat. Kenyataan ini menuntut 
pemerintah daerah terus berupaya dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sejalan meningkatnya urusan pemerintah 
daerah tersebut terjadi pula peningkatan jumlah dan jenis aset daerah yang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaa kemasyarakatan. 
 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, 
yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Tempat yang 
dipilih sebagai lokasi penelitan sesuai dengan judul penelitian dan sangat relevan dengan 
permasalahan yang diajukan adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah. Sedangkan waktu penelitian dan penyusunan laporan akhir diperkiran menyita 
waktu selama dua bulan.Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah deskriptif, yaitu memberikan  gambaran, uraian, penjelasan yang tepat secara 
obyektif tentang keadaan  sebenarnya dari obyek yang diteliti.Dasar peneitiannya adalah 
studi kasusmengenai penggunaan aset daerah khususnya barang bergerak yang terjadi di 
Kabupaten Tana Toraja.Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu Dinas 
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.. Adapun informan dalam penelitian 
ini yaituSekertaris Daerah, KepalaDinas DPPKAD, KepalaBidangBagianAset, 
sertapenggunaAset Daerah.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 teknik 
pengumpulan data, yaituwawancara, observasidanstudilapangan.  
 
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa manajemen aset di kantor Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) belum optimal dalam rangka 
mengelolah aset daerah di KabupatenTanaToraja. Hal ini terbukti dengan 
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The Study of Asset Management Area On Departement of Financial Income and asset 
Management Areas in Tana Toraja Districk, xvii+79 Pages+9 Tables+2 pictutures +9 
literatures (1981-2009) +2 Attachment 
 
The increasing demands of the community in the provision of public services, that’s why the 
provision of regional autonomy is indispensable public. This fact requires local governments 
to work in the improvement of governance, development and social development.By  the 
increase in the affairs of local government there is also an increase in the number and type 
of assets managed by the regional local government whices important element in the 
administration or in the Government and development, and community builder.  
 
In this study, the writers  used a descriptive qualitative approach, which describes the 
phenomenon in depth data collection. The place selected for research in accordance with 
the topic and relevant  to the issues raised  the Department of Finance and Asset 
Management Revenue Region.While the research time and the final report is expected take 
time for two months.Type of research used by the writers in this study is descriptive, that 
provide an overview, description, explanation is objectively right about the true state of the 
object studied.Basic research is a case study on the use of movable assets in particular 
regions that occur in TanaToraja. 
 
The unit of analysis in this study is the organization, that Department of Finance and Asset 
Management Revenue Region..The informants in this study is the Regional Secretary, Head 
of District Revenue Regional Finance and Asset Management, Head of Asset Management, 
and the Regional Asset users. In this study, the writers used three data collection 
techniques, interviews, observations and field studies. The  results of this study showed that 
the asset management in the District Revenue Regional Finance and Asset Management is 
not optimal in order to manage assets in TanaToraja area. This is evident with less than the 
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I.1 Latar Belakang 
Dengan bergulirnya kebijakan nasional tentang pelaksanaan otonomi daerah, 
telah membawa perubahan konstelasi pemerintahan, utamanya kewenangan 
yang besar kepada daerah. Pemberlakuan UU No 22 Tahun 1999 yang direvisi 
dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa 
perubahan system pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik yang lebih 
nyata, luas dan bertanggung jawab serta mengacu kepada terjaganya 
kepentingan daerah dalam segenap aspek kenegaraan dan pengaturan 
pemerintahan dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Otonomi daerah itu 
sendiri pada dasarnya adalah salah satu bentuk pemenuhan pasal 18 dan pasal 
33 UUD 1945, yang mengamanatkan agar Sumber Daya Alam (SDA) dapat 
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. 
Semakin meningkatnya tuntutan  masyarakat dalam pemberian pelayanan 
public, maka pemberian otonomi daerah sangat diperlukan masyarakat. 
Kenyataan ini menuntut pemerintah daerah terus berupaya dalam perbaikan 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 
kemasyarakatan.Sejalan meningkatnya urusan pemerintah daerah tersebut 
terjadi pula peningkatan jumlah dan jenis aset daerah yang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah yang merupakan salah atu unsure penting dalam 




Pengelolaan aset daerah selama ini  telah berjalan,  namun belum terlaksana 
sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang 
maksimal, sehingga diperlukan peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan pengelolaan aset daerah. Selama ini pengelolaan barang inventaris 
daerah dilaksanakan atas dasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 sebagai peraturan pokok 
terhadap aturan barang inventaris Pemerintah Daerah. 
Untuk menuju kesempurnaan pelaksanaan administrasi aparatur pemerintah 
sebagai bagian integral upaya ke arah pencapaian tujuan pembangunan 
nasional, maka diperlukan adanya barang daerah yang diadakan dan 
dimanfaatkan oleh pemerintah, baik yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak.Kegiatan pelaksanaan tugas pokok sangat memerlukan perlengkapan 
sebagai alat kerja dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok, misalnya alat-alat 
per unit yakni computer, meja, kursi, dan lain sebagainya.Dengan dukungan 
prasarana unit yang memadai, maka pegawai dapat melaksanakan tugas pokok 
yang fungsinya sesuai dengan tujuannya. 
Namun dalam perkembangannya untuk menghadapi otonomi daerah, 
pemerintah daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dari sektor 
properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana 
pemanfaatan aset properti yang dimiliki pemerintah daerah saat ini. Manajemen 
aset properti ini sangatpenting diketahui karena di samping sebagai penentuan 
aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat 
dimanfaatkan sebagai salah satu sumberpendapatan. 
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Salah satu masalah utama pemerintah daerah dalam pengelolaan aset 
daerah(municipal asset management) adalah ketidaktertiban administrasi 
dalampengendalian inventarisasi aset. Padahal, inventarisasi aset merupakan 
”jantung” didalam siklus pengelolaan aset. Kondisi ini jelas menyebabkan 
pemerintah daerahmengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti seberapa 
besar aset yang dimiliki,aset-aset mana saja yang telah dikuasai atau bahkan 
yang sebenarnya berpotensi danmemiliki peluang investasi tinggi. 
Pemanfaatan aset properti hanya dapat dioptimalkan apabila 
penilaianterhadap properti daerah secara keseluruhan sudah dipenuhi.Penilaian 
terhadap properti tidak dapat dilakukan secara sembarangan tetapi harus melalui 
perhitungan dan analisis secara profesional dengan pertanggungjawaban nilai 
yang wajar danmarketable, sehingga hasil yang diharapkan dari penilaian 
properti tersebut mempunyai nilai yang akurat. 
Unit Pengelolaan aset daerah sangat beperan dalam pengadaan serta 
pengelolaan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugasa dan fungsi 
orgnisasi, karena factor-faktor lain seperti sumber daya manusia dan system 
kerja yang tidak dapat dioptimalkan penggunaannya tanpa dukungan sarana dan 
prasarana yang memadai.Oleh karena itu, system pengelolaan aset daerah 
senantiasa dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan berprinsip pada 
transparansi dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, agar hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi 
kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. 
Kabupaten Tana Toraja merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi 
Selatan.Dengan kondisi geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada, 
Kabupaten Tana Toraja mempunyai potensi daerah di masing-masing sector 
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danuntuk menunjang pemanfaatan potensi daerah yang ada serta peningkatan 
pelayananpublik, Pemerintah Tana Toraja didukung oleh sarana dan prasarana 
yangdimiliki. 
Sarana dan prasarana yang merupakan aktiva tetap (fixed asset) yangdimiliki 
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tersebut diklasifikasikan berupa: tanah,jalan 
dan jembatan, instalasi dan jaringan, bangunan gedung, alat-alat besar, 
alatangkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan alat 
rumahtangga, alat-alat studio, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, 
bukuperpustakaan, barang bercorak seni dan budaya. 
Kabupaten Tana Torajamerupakan salah satu dari 20 kabupaten yang ada di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008, 
bagian utara Kabupaten Tana Toraja dimekarkan menjadi Kabupaten Toraja 
Utara. Konsekuensi logis dari hasilpemekaran tersebut adalah redistribusi aset 
daerah.Redistribusi aset mengandungmasalah yang cukup pelik, rumit dan perlu 
perencanaan yang baik dalampenyelesaiannya.Semangat otonomi daerah tidak 
serta merta dapat diartikan sebagaikeharusan penguasaan aset-aset negara 
yang berada dalam wilayah administratif danhukum suatu daerah.Hingga saat ini 
masalah yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengenai aset-aset 
daerah yang harus dirediribusikan dengan Kabupaten Toraja Utara. 
Masalah lain yang dihadapi oleh Kabupaten Tana Toraja dalam bidang 
pengelolaan aset daerah yaitu pada pemanfaatan aset daerah .Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri DalamNegeri 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
MilikDaerah, pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang 
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tidakdipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah(SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama 
pemanfaatan, bangun gunaserah dan bangun serah guna dengan tidak 
mengubah status kepemilikan. 
Salah satu bentuk pemanfaatan barang milik daerah yaitu, pinjam pakai yaitu 
penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusatdengan Pemerintah 
Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktutertentu tanpa 
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhirdiserahkan 
kembali kepada pengelola. 
Namun pada praktiknya terdapat beberapa penyalagunaan dalam 
pemanfaatan barang milik daerah. Seperti adanya beberapa pensiunan Pegawai 
Negeri Sipil yang belum mengembalikan barang-barang milik daerah yang 
semestinya hanya berlaku selama masa jabatannya, seperti rumah dinas dan 
kendaraan dinas. Dalam skripsi ini khususnya akan dibahas mengenai 
penggunaan aset daerah yaitu barang bergerak.  
Hal ini dapat memunculkan masalah seperti tidak meratanya pendistribusian 
barang-barang milik daerah kepada pegawai  karena sebagian dari aset daerah 
tersebut masih ditahan oleh pegawai sebelumnya yang masa jabatannya sudah 
berakhir. 
Akan tetapi, sejauh ini tidak adanya kesadaran dari pemerintah dalam melihat 
kondisi seperti yang telah dipaparkan oleh penulis. Dengan melihat 
permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian“ 
Manajemen Aset Daerah ( Study Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 




I.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan  diatas, maka penulis 
dapat merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu 
Bagaimana Pengelolaan Aset Daerah khususnya pada barang bergerak di 
Kabupaten Tana Toraja?  
I.3 Tujuan penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui 
pengelolaan aset daerah di Kabupaten Tana Toraja. 
I.4 Manfaat penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu : 
a. Manfaat Akademik : 
- Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin ilmu Administrasi 
Negara, khususnya tentang Manajemen Aset . 
- Bagi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja agar dapat menjadikan hasil 
penelitianini sebagai salah satu referensi dalam menentukan kebijakan 
pengelolaan aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah . 
b. Manfaat Praktis : 
- Dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti/penulis lain yang 












II.1. Konsep Pengelolaan 
II.1.1. Defenisi Pengelolaan/ Manajemen 
Tidak sedikit yang mengartikan pengelolaan sama dengan arti manajemen.  
Karena antara manajemen dan pengelolaan memliliki tujuan yang sama yaitu 
tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk 
berkerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya 
tujuan organisasi lembaga. 
Perlu dihayati bahwa manajemen bukan tujuan, tetapi hanya alat untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin dicapai itu adalah 
pelayanan dan atau laba. 
Walaupun manajemen hanya merupakan “alat atau wadah” saja, tetpai harus 
diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika manajemen ini baik makan tujuan 
optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang 
dimiliki akan lebih bermanfaat. Untuk lebih jelasnya penulis mengutip beberapa 
definisi sebagai berikut. 
Marry Parker Follet (dalam Ernie,2005:5) : 
“ Manajemen adalah Seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. 
Management is the art of getting things done through people.” 
Menurut McHugh (dalam Ernie,2005:5) mengatakan bahwa : 
“ Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan 
sebuah tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, 
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pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber 
daya organisasi lainnya.”  
George R. Terry (1992:1) mengatakan bahwa Manajemen adalah suatu 
proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan  suatu 
kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud 
yang nyata”.  
Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005:2) Manajemen adalah ilmu dan seni 
mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 
lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
Menurut Andrew F.Sikula (dalam Malayu S.P Hasibuan,2005:2) 
“Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-
aktivitasperencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, 
pengarahan, pemotivasian, komunikasi, pengambilan keputusan yang 
dilakukan oleh setiap organisasi dengang tujuan untuk mengkoordinasikan 
beragai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan 
suatu produk atau jasa secara efisien.” 
Menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnel (dalam Malayu S.P 
Hasibuan,2005:3) 
“Manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang 
lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah 
aktivitas orang lain yang meliputi perencanaa, pengorganisasian, 








II.1.2. Fungsi-Fungsi Manajemen 
Terdapat beberapa fungsi manajemen yang dikemukakan para pakar.Fungsi-
fungsi manajmene menurut para pakar adalah serangkaian kegiatan 
yangdijalankan mengikuti suatu tahapan-tahapan tertentu dalam 
pelaksanaannya. Pendapat lain bahwa fungsi manajemen ialah berbagai jenis 
tugas kegiatan manajemen yang mempunyai peranan khas dan bersifat saling 
menunjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Fungsi-fungsi manajemen terus berkembang, berikut ini merupakan fungsi-
fungsi manajemen menurut para pakar : 
1. Luther Gullick (dalam Anton Athoillah,2010:96) : Perencanaan; 
Pengorganisasian;Staff (Penyusunan pegawai); Pembinaan Kerja; 
Pengkoordinasian; Pelaporan; Pengawasan; Anggaran 
2. George Terry (dalam Anton Athoillah,2010:96) : Perencanaan; 
Pengeorganisasian; Penggerak (Actuating); Pengawasan 
3. Kootz dan Donnel (dalam Anton Athoillah,2010:95) : Perencanaa; 
Pengorganisasian; Staff (Penyusunan Pegawai); Pembinaan Kerja; 
Pengawasan 
4. Henry Fayol (dalam Anton Athoillah,2010:95) : Perencanaan; 
Pengorganisasian; Pimpinan; Pengawasan 
5. Lyndall : Peramalan; Perencanaan; Pengorganisasian; 







Dari fungsi-fungsi manajemene yang dikemukakan para pakar diatas 
dapat diringkas sebagai berikut : 
1. Peramalan/Perkiraan (Forescasting) 
Forescasting adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan 
periraan/ taksiran terhadapa berbagai kemungkinan yang akan terjadi 
sebelum suatu rencana yang lebih pasti dilakukan. 
2. Perencanaan (Planning) 
Kegiatan seorang manajer adalah menyusun rencana. Menyusun rencana, 
berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. 
Agar dapat membuat rencana secara teratur dan logis, sebelumnya harus 
ada keputusan terlebih dahulu sebagai petunjuk langkah-langkah 
selanjutnya. 
Berbagai batasan tentang planning dari yang sangat sederhana sampai 
dengan yang sangat rumit.Misalnya yang sederhana, merumuskan bahwa 
perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu 
hasil yang diinginkan. Pembatasan yang terakhir merumuskan perencanaan 
merupakan penetapan jawaban kepada enam pertanyaan berikut : 
1) Tindakan apa yang harus dikerjakan ? 
2) Mengapa tindakan itu harus dikerjakan ? 
3) Di mana tindakan itu harus dikerjakan ? 
4) Kapan tindakan itu harus dikerjakan ? 
5) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu ? 
6) Bagaimana cara melaksanakan tindakan itu ? 
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Menurut Stoner, planning adalah proses menetapkan sasaran/ tujuan 
dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tadi. Proses 
menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi 
kecenderungan di masa yang akan dating dan penentuan strategi 
serta taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan 
organisasi. 
3. Organisasi (Organizing) 
Organizing adalah dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam cara 
yang terstruktur untuk mencapai sasaran yang spesifik atau sejumlah 
sasaran . Bila ditinjau dari proses, maka prosea itu adalah proses 
menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam 
perencanaan diatur dalam sebuah struktur organisasi yang tepatt dan 
dapat bekerja secara efektif. 
Pengorganisasian atau organizing berarti menciptakan suatu struktur 
dengan bagian-bangian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga 
hubungan antar bagian-bangian satu sama lain dipengaruhi oleh 
hubungan mereka dengan keseluruhan struktur tersebut. 
Pengorganisasian bertujuan untuk membagi satu kkegiatan besar 
menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.Selain itu, mempermudah 
manajer dalam melaukan pengawasan dan menentukan orang yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi 
tersebut. 
4. Menggerakkan (Actuating) 
Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua 
anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan 
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perencanaan manejerial dan usaha-usaha organisasi.Jadi actuating 
adalah menggerakkan oaring-orang agar mau bekerja dengan sendirinya 
atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mecapai tujuan yang 
dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah 
kepemimpinan (leadership) 
5. Pimpinan (Leading) 
Pekerjaan leading meliputi empat kegiatan yaitu: 1) Mengambil 
Keputusan 2) Mengadakan komunikasi agar terjadi saling pengertian 
antar manajer dan bawahan 3) Memberi semangat, inspirasi, dan 
dorongan kepada bawahannya supaya mereka bertindak 4) 
Mengkoordinasi kegiatan 
6. Pengarahan (Directing/Commanding) 
Directing atau commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan 
dengan usaha member bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi 
kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas 
dapat dilaksanakan dengna baik dan benar-benar tertuju pada tujuan 
yang telah ditetapkan semula. Bila ditinjau dari proses, maka proses itu 
adalah proses pelaksanaan program agar dapat dijalankan oleh seluruh 
pihak dalam organisasi serta proses memotivasinya. 
7. Motivasi (Motivating) 
Motivasi atau pemotovasian adalah kegiatan merupakan satu dari 
beberapa fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, inovasi 
semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan 
kegiatan secara sukarela sesuai apa yang diiginkan oleh atasan. 
8. Inovasi (Inovation) 
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Inovasi adalah proses atau hasil pengembangan atau pemanfaatan 
/mobi-lesasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan 
teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki 
produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau system yang baru, yang 
memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan (terutama ekonomi 
dan sosial) 
9. Koordinasi (Koordinating) 
Koordinating atau pengorganisasian adalah satu dari beberapa fungsi 
manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi 
kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan 
menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan 
sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan 
organisasi. 
Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan 
memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-
masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan 
yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. 
10. Kendali (Controlling) 
Kendali, sering juga disebut Pengawasan, Controlling atau, sering juga 
disebut pengendalian adalah satu diantara beberapa fungsi manajemen 
berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga 
apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar 
dengan tujuan yang telah digariskan semula. Bila ditinjau dari proses, 
maka prose situ adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh 
rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan bisa 
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berjalan sesuai target yang diharapan. Pengawasan merupakan tindakan 
seorang manajer untuk menilai dan mengendalikan jalannya suatu 
kegiatan yang mengarah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 
11. Laporan (Reporting) 
Laporan adalah suatu fungsi manajemen berupa penyampaian 
perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan-
keterangan mengenai segala hal yang saling bersangkutan dengan tugas 
dan fungsi-fungsi kepada pimpinan yang lebih tinggi. 
12. Staff (Staffing) 
Staff merupakan suatu fungsi manajemen berupa penyusuna perosonalia 
pada suatau organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, 
pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaa member 
daya guna maksimal kepada organisasi. 
 
II.2. Konsep Aset Daerah 
II.2.1. Defenisi Aset Daerah 
Pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004:178) adalah 
barang(thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi 
(economicvalue), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange 
value) yangdimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). 
Demikian istilah properti seringkali melekat dengan istilah lain untuk 
memberikan pengertian yang lebih jelas secara hukum, yaitu real estate dan real 
property dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda meskipun ada juga 
yang menyebutnya sebagai sinonim dalam lingkup tertentu. Selanjutnya, Real 
estate is the physical land andappurtenances affixed to the land, e.g., structure. 
15 
 
Real estate bersifat tidak bergerak (immobile) dan berwujud (tangibel), yang 
termasuk dalam pengertian ini adalah tanah, semua benda yang secara alami 
sebagai bagian dari tanah, seperti pepohonan dan barang mineral dan juga 
segala sesuatu yang dibangun oleh manusia seperti bangunan, jaringan dan lain 
sebagainya. Lebih lanjut Real Property includes allinterest, benefits, and rights 
inherent in the ownership of physical real estate (Appraisal Institute, 2001:8). 
Jadi real property merupakan kumpulan atas berbagai macam hak dan 
interest yang ada dikarenakan kepemilikan atas satuan real estate, meliputi hak 
untukmenggunakan, menyewakan, memberikan kepada orang lain atau tidak. 
Propertiselain sebagai investasi, juga merupakan aset.Pengertian aset 
adalah sesuatu yangmemiliki nilai. Menurut Siregar (2001) pengertian aset bila 
dikaitkan dengan propertymaka dapat dijabarkan melalui beberapa aspek, antara 
lain : 
1. Memiliki nilai ekonomis yang terkait dengan nilai pemanfaatan tertinggi dan 
terbaik (highest and best use). 
2. Menghasilkan pendapatan dari pengoperasian properti. 
3. Memiliki fisik, fungsi dan hak penguasaan yang baik. 
4. Economical life-time yang panjang. 
Berdasarkan Himpunan Peraturan-peraturan tentang Inventarisasi Kekayaan  
Negara Departemen Keuangan RI Badan Akuntansi Keuangan Negara 1995 
pasal 2, disebutkan bahwa barang-barang milik negara/kekayaan negara yang 
termasuk jenis barang-barang tidak bergerak antara lain: 
1. tanah-tanah kehutanan, pertanian, perkebunan, lapangan olahraga dan tanah-
tanah yang belum dipergunakan, jalan-jalan (tidak termasuk jalan daerah), 
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jalan kereta api, jembatan, waduk, lapangan terbang, bangunan-bangunan 
irigasi, tanah pelabuhan dan lain- lain tanah seperti itu; 
2. gedung-gedung yang dipergunakan untuk kantor, pabrik-pabrik, bengkel, 
sekolah, rumah sakit, studio, laboratorium dan lain- lain gedung seperti itu; 
3. gedung-gedung tempat tinggal tetap atau sementara seperti rumah-rumah 
tempat tinggal, tempat istirahat, asrama, pesanggrahan, bungalow dan lain-
lain gedung seperti itu; 
4. monumen-monumen seperti: monumen purbakala (candi-candi), monumen 
alam, monumen peringatan sejarah, dan monumen purbakala lainnya. 
Real estate sebagai komponen utama dari aset daerah, oleh pemerintah 
daerah selanjutnya harus dapat dimanfaatkan sebagai aset yang produktif dan 
berguna sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan 
kesejahteraan masyarakat.Dalam neraca keuangan daerah aset dapat menjadi 
modal bila dapat menghasilkan pendapatan.Namun masih banyak daerah yang 
belum menyadari peran dan potensi pengelolaan aset secara cermat. 
 
II.3 Manajemen Aset Daerah 
Menurut Siregar (2004;561), manajemen aset daerah dalam Keputusan 
Mendagri Nomor 49/2001 dinyatakan sebagai 
. . . rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi 
perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan 
harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, 




Dengan persebaran aset secara geografis serta penanganan masing-masing 
aset yang spesifik (misalnya diakibatkan oleh perbedaan dalam hal 
pemanfaatan, peruntukan yang beragam, serta pola/model 
penggunausahaan aset kepada pihak ke tiga yang beragam pula), maka 
pengelolaan aset mesti dilakukan dalam suatu program uang dapat 
dipertanggungjawabkan. Program ini mesti menggambarkan komitmen 
pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang dalam wacana demokrasi 
saat ini disebut sebagai good corporate governance, dengan mengacu pada 
asas-asas keterbukaan (transperancy), serta tidak mengorbankan 
kepentingan public (public server). Ini semua akan mendorong pemerintah 
daerah untuk benar-benar mengembangkan strategi pembangunan daerah 
berdasarkan potensi yang dimiliki. (Siregar, 2004:561) 
Adapun variable-variabel yang mempengaruhi pengelolaan inventaris barang 
adalah sebagai berikut : 
a. Pengadaan 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2006tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 
2003Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan 
bahwapengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan 
barang/jasa yangdibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara 
swakelola maupunoleh penyedia barang/jasa. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah, menjelaskan bahwapengadaan adalah kegiatan untuk melakukan 
pemenuhan kebutuhan barang daerahdan jasa. Pengadaan barang milik daerah 
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dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsipefisien,efektif, transparan dan terbuka, 
bersaing, adil/tidak diskriminatif danakuntabel. 
Mardiasmo (2004:238) menjelaskan pengadaan barang atau kekayaan 
daerahharus dilakukan berdasarkan sistem tender (compulsory competitive 
tenderingcontract). Hal tersebut dilakukan supaya pemerintah daerah dan 
masyarakat tidakdirugikan. 
a. Pengamanan dan pemeliharaan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
PedomanTeknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa 
pemeliharaan adalahkegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang 
milik daerah selalu dalamkeadaan baik dan siap untuk digunakan secara 
berdaya guna dan berhasil guna. 
Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan 
barang milikdaerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. 
Siregar (2004:518) mengatakan legal audit, merupakan suatu ruang lingkup 
untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal mengenai 
prosedur penguasaan atau pengalihan aset seperti status hak penguasaan yang 
lemah,aset yang dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan 
lain- lain. 
Mardiasmo (2004:241) menyatakan bahwa pengamanan aset daerah 
merupakan salahsatu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam 
kebijakan pengelolaan asetdaerah. 
b. Inventarisasi 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2006tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri 
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DalamNegeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Barang MilikDaerah, menjelaskan bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk 
melakukanpendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik 
daerah. 
Menurut Siregar (2004:518) inventarisasi aset terdiri dari dua aspek yaitu 
inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, 
lokasi,volume/jumlah, jenis, alamat dan lain- lain, sedangkan aspek yuridis 
adalah statuspenguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. 
Proses kerjanya adalah dengan melakukan pendaftaran labeling, cluster, secara 
administrasi sesuaidengan manajemen aset. 
Mardiasmo (2004:241) menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu 
mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini 
dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau 
dimanfaatkan.Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan 
inventarisasi nilai danpotensi aset daerah.Kegiatan identifikasi dan inventarisasi 
dimaksudkan untukmemperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir 
mengenai kekayaan daerahyang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. 
c. Penilaian 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2006tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri 
DalamNegeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Barang MilikDaerah, penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang 
selektif didasarkanpada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan 
menggunakan metode/teknistertentu untuk memperoleh nilai barang milik 
daerah. Dalam rangka menyusun neracapemerintah perlu diketahui berapa 
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jumlah aset negara sekaligus nilai dari asettersebut.Untuk diketahui nilainya 
maka barang milik negara secara periodik harusdilakukan penilaian baik oleh 
pengelola barang ataupun melibatkan penilaiindependent sehingga dapat 
diketahui nilai barang milik negara secara tepat. Untuk 
penilaian berupa tanah dan atau bangunan menggunakan patokan Nilai Jual 
ObyekPajak (NJOP). 
Menurut Siregar (2004:518) penilaian aset merupakan suatu proses kerja 
untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Untuk itu pemerintah daerah 
dapat melakukan outsourcing kepada konsultan penilai yang profesional dan 
independent. Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai 
kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi aset yang akan dijual. 
d.  Pemanfaatan 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2006tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri 
DalamNegeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Barang MilikDaerah, pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah 
yang tidakdipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah(SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama 
pemanfaatan, bangun gunaserah dan bangun serah guna dengan tidak 
mengubah status kepemilikan. 
Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa. 
1. Sewa yaitu pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka 
waktutertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 
2. Pinjam Pakai yaitu penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat 
dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 
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tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir 
diserahkan kembali kepada pengelola. 
3. Kerjasama Pemanfaatan yaitu pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak 
laindalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah 
bukanpajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 
4. Bangun Guna Serah yaitu pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah 
olehpihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya,kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 
waktu tertentuyang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah 
besertabangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka 
waktu. 
5. Bangun Serah Guna yaitu pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah 
olehpihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya,dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk 
didayagunakan oleh pihaklain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang 
disepakati. 
Sehubungan dengan pemanfaatan aset daerah khususnya berupa benda 
tidakbergerak yang berbentuk tanah atau bangunan/gedung, terutama yang 
belumdidayagunakan secara optimal sehingga dapat memberikan value added, 
value in usedan mampu menaikkan nilai ekonomi aset bersangkutan, maka 
dapat dilaksanakanmelalui penggunausahaan yaitu pendayagunaan aset daerah 
(tanah dan ataubangunan) oleh pihak ketiga (perusahaan swasta) dalam bentuk 
BOT, BTO, BT, KSOdan bentuk lainnya (Siregar, 2004:500-501). 
1). BOT (Build-Operate-Transfer) yaitu pemanfaatan tanah dan atau 
bangunanmilik/dikuasai pemda oleh pihak ketiga dengan cara pihak ketiga 
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membangunbangunan siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain 
berikutfasilitas diatas tanah dan atau bangunan tersebut dan 
mendayagunakannya selamadalam waktu tertentu untuk kemudian setelah 
jangka waktu berakhirmenyerahkan kembali tanah dan bangunan dan atau 
sarana lain berikutfasilitasnya tersebut beserta pendayagunaannya kepada 
daerah, serta membayarkontribusi sejumlah uang atas pemanfaatannya yang 
besarnya ditetapkan sesuaidengan kesepakatan. 
2). BTO (Build-Transfer-Operate) yaitu pemanfaatan tanah dan atau 
bangunanmilik/dikuasai Pemda oleh pihak ketiga dengan cara pihak ketiga 
membangunbangunan siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain 
berikutfasilitas diatas tanah dan atau bangunan tersebut dan setelah selesai 
pembangunannya diserahkan kepada daerah untuk kemudian oleh Pemda tanah 
dan bangunan siap pakai dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut 
diserahkan kembali kepada pihak ketiga untuk didayagunakan selama jangka 
waktu tertentu, dan atas pemanfaatannya tersebut pihak ketiga dikenakan 
kontribusi sejumlah uang yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. 
3). BT (Build-Transfer) yaitu perikatan antara pemda dengan pihak ketiga 
denganketentuan tanah milik pemda, pihak ketiga membangun dan membiayai 
sampaiselesai, setelah pembangunan selesai pihak ketiga menyerahkan kepada 
pemda,pemda membayar biaya pembangunannya. 
4). KSO (Kerja Sama Operasi) yaitu perikatan antara pemda dengan pihak 
ketiga,pemda menyediakan barang daerah dan pihak ketiga menanamkan modal 
yangdimilikinya dalam salah satu usaha, selanjutnya kedua belah pihak secara 
bersamasama atau bergantian mengelola manajemen dan proses 
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operasionalnya,keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya sharing masing-
masing. 
Siregar (2004:520) menyatakan studi optimalisasi aset pemerintah 
daerahdapat dilakukan dengan (1) identifikasi aset-aset pemerintah daerah yang 
ada,(2) pengembangan data base aset pemerintah daerah, (3) studi untuk 
menentukanpemanfaatan aset dengan nilai terbaik (highest and best use) atas 
aset-aset pemerintahdaerah dan memberikan hasil dan laporan kegiatan baik 
dalam bentuk data-dataterkini maupun dalam bentuk rekomendasi, dan (4) 
pengembangan strategioptimalisasi aset-aset milik pemerintah daerah. 
Optimalisasi pemanfaatan asetpemerintah daerah dapat dilakukan dengan 
adanya perantara investasi gunamemasarkan aset-aset pemerintah daerah yang 
potensial dan kerja sama denganinvestor, membuat dan memadukan dalam MOI 
(Memorandum Of Invesment) antarapemerintah daerah dan investor, dan 
memberikan jasa konsultansi kepada pemerintahdaerah berkenaan dengan 
kerjasama dengan investor. 
e.  Pengawasan dan pengendalian 
Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik 
daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, 
pengawasandan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi 
pengelolaanbarang milik daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, 
menjelaskan bahwapengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk 
menjamin dan mengarahkan agarpekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai 
denga n rencana yang telah ditetapkansedangkan pengawasan merupakan 
usaha atau kegiatan untuk mengetahui danmenilai kenyataan yang sebenarnya 
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mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan,apakah dilakukan sesuai 
peraturan perundang-undangan. 
Siregar (2004:519-520) mengatakan pengawasan dan pengendalian, 
dalampemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang 
sering terjadipada pemerintah daerah saat ini. Suatu sarana yang efektif dalam 
meningkatkankinerja aspek ini adalah melalui pengembangan SIMA (Sistem 
Informasi ManajemenAset). Melalui sistem ini maka transparansi kerja dalam 
pengelolaan aset sangatterjamin dan dapat diawasi dengan jelas, karena 
keempat aspek di atas diakomodirdalam suatu sistem yang termonitor dengan 
jelas seperti sistem arus keuangan yangterjadi di perbankan, sehingga 
penanganan dan pertanggungjawaban dari tingkatpelaksana hingga pimpinan 
mempunyai otoritas yang jelas. 
Mardiasmo (2004:240-241) menjelaskan bahwa pengawasan yang ketat 
perludilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal 
ini peranmasyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat 
penting.Pengawasan diperlukanuntuk menghindari penyimpangan dalam 
perencanaan maupun pengelolaan aset yangdimiliki daerah. 
f. Sistem informasi data 
Untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi, 
dansanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo 
yangsingkat, diperlukan suatu sistem informasi pendukung pengambilan 
keputusan atas aset (decision supporting system), yang disebut sebagai Sistem 
Informasi Manajemen Aset (Siregar, 2004:564).Mardiasmo (2004:242) 
menjelaskan untuk pengelolaan asetdaerah secara efesien dan efektif serta 
menciptakan transparansi kebijakanpengelolaan aset daerah, maka pemerintah 
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daerah perlu memiliki ataumengembangkan sistem informasi manajemen yang 
komprehensif dan handal sebagaialat pengambilan keputusan.Sistem tersebut 
bermanfaat untuk menghasilkan laporanpertanggungjawaban, selain itu juga 
bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusanmengenai kebutuhan 
pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan(modal) dalam 
penyusunan APBD. 
g.  Penghapusan 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2006tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri 
DalamNegeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Barang MilikDaerah, penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik 
daerah dari daftarbarang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang 
berwenang untukmembebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau 
pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada 
dalam penguasaannya. 
Mardiasmo (2004:241) menyatakan bahwa penghapusan aset daerah 
merupakan salahsatu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam 
kebijakan pengelolaan asetdaerah guna mewujudkan ketertiban administrasi 









II.4. Kerangka Pikir 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka model model 
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III.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui 
pengumpulan data 
Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini, didasarkan pada 
pertimbangan bahwa metode ini dianggap sangat relevan dengan materi 
penulisan skripsi, karena penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu 
menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti. 
Menurut Bodgan dan Biklen dalam Sugiyono (2005:9), secara umum 
penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut : 
1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti 
adalah instrumen kunci 
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 
kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau 
outcome 
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif 







III.2. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitan sesuai dengan judul penelitian 
dan sangat relevan dengan permasalahan yang diajukan adalah Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.Sedangkan waktu 
penelitian dan penyusunan laporan akhir diperkiran menyita waktu selama dua 
bulan. 
 
III.3. Tipe dan Dasar Penelitian  
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
deskriptif, yaitu memberikan  gambaran, uraian, penjelasan yang tepat secara 
obyektif tentang keadaan  sebenarnya dari obyek yang diteliti. 
Dasar peneitiannya adalah studi kasus mengenai penggunaan aset daerah 
khususnya barang bergerak yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja. 
III.4. Unit Analisis 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu Dinas Pengelolaan 
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. 
 
III.5. Narasumber atau Informan 
Informan merupakan orang-orang yang berpotensi memberikan informasi 
tentang bagaimana pengelolaan aset daerah di Kabupaten Tana Toraja. Adapun 
informan dalam penelitian ini yaitu :  
1. Sekertaris Daerah 
2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
3. Kepala Bidang Bagian Aset. 




III.6. Sumber Data 
1. Data primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada sumber data 
yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan 
pengamatan (observasi) pada informan. 
2. Data sekunder 
Datasekunder yaitu data yang diperolehdari buku-buku,dokumen/catatan, 
tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang 
dapa mendukung kelengkapan data primer. 
 
III.7. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu: 
1. Wawancara mendalam (indepth interview) 
Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan 
data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang 
dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian. 
2. Observasi 
Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna 
memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang 
diteliti  terkait dengan pengelolaan aset daerah di kantor Dinas 






3. Studi Dokumen 
Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana 
dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan 
permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan, jurnal, 
karya tulis ilmiah. 
 
III.8. Teknik Analisis Data 
Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai 
dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara 
analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil 
wawancara dari informan. Dalam melakukan análisis data peneliti mengacu pada 
beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang 
compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan 
untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber 
data yang diharapkan. 
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan 33  transkrip data 
(transformasi data) untuk memilih informasi mana yang  dianggap sesuai 
dengan masalah yang menjadi pusat penelitian dilapangan.  
3. Uji Confirmability, Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian. Bila 
hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, 
maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability-nya. 
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Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam 
bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan 
mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih 
kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.  
Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution 
drawing/ verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang 
mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.penarikan kesimpulan dilakukan secara 
cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatancatatan 




















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Gambaran umum lokasi penelitian  meliputi gambaran umum daerah 
Kabupaten Tana Toraja dan gambaran umum objek penelitian yaitu Badan 
Pengelola Pendapadan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD ) Kabupaten 
Tana Toraja sebagai Leading. Gambaran umum Kabupaten Tana Toraja 
mencakup kondisi fisik dan wilayah, kependudukan, kondisi sosial, kondisi 
ekonomi, serta visi misi Kabupaten Tana Toraja. Gambaran umum Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD ) Kabupaten 
Tana Toraja terdiri dari visi dan misi organisasi; kedudukan, tugas dan fungsi; 
struktur organisasi, dan kepegawaian dari instansi tersebut. 
IV.1. Gambaran Kabupaten Tana Toraja 
IV.1.1 Sejarah Singkat 
Pada Maret 1995, Bupati Kepala Daerah Tk II Tana Toraja mengemukakan 
ide tentang perlunya diadakan seminar sejarah Toraja dalam rangka menentukan 
Hari Jadi Toraja.Pemikiran tersebut mula-mula disampaikan kepada beberapa 
pejabat dan tokoh masyarakat yang ternyata ditanggapi secara serius.Berbagai 
masukan diperoleh, baik yang bernada positif maupun yang negatif. Upaya ini 
perlu karena bila mengacu pada pengalaman Daerah Tk I dan Daerah-Daerah 
Tk II di Sulawesi Selatan, penentuan Hari Jadi itu penting dalam rangka 
mendorong tekad untuk mencari momentum yang tepat dan strategis bagi 
masyarakat dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama untuk bergerak 
dinamis dalam Pembangunan Nasional yang sedang berlangsung di daerah ini. 
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-51 
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Republik Indonesia tahun 1995, Bupati Kepala Daerah Tk II Tana Toraja dalam 
rapat panitia, menyampaikan agar seminar tentang sejarah Toraja dan Hari Jadi 
Toraja dilaksanakan dalam rangkaian peringatan HUT Proklamasi RI. 
Ka.Kandep.Dikbud.Tk II Tana Toraja ditugaskan untuk melaksanakan rencana 
tersebut. Oleh karena itu diadakanlah seminar pada tanggal 16 dan 17 Oktober 
1995 dengan menghadirkan para pakar/tokoh budaya dan tokoh-tokoh 
masyarakat dari 9 Kecamatan. Para utusan dari Kecamatan-Kecamatan itu 
diwajibkan membawakan makalah tentang perkembangan Sejarah, Aluk 
(Agama), Adat dan Budaya di wilayah masing-masing. 
Pada acara pembukaan, Bupati Kepala Daerah Tk II Tana Toraja 
menyampaikan bahwa keberadaan wahana Hari Jadi Toraja diharapkan dapat 
memperkuat rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dan jajaran Pemerintah 
Daerah serta mendorong tumbuhnya semangat juang untuk mengemban tugas 
bersama dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Berbagai pertimbangan dan masukan disampaikan oleh peserta seminar, 
antara lain peristiwa-peristiwa dalam perjalanan sejarah masyarakat Toraja dan 
Sulawesi Selatan pada umumnya, serta mengambil perbandingan dari Daerah 
Tk I dan beberapa Daerah Tk II di Sulawesi Selatan, seperti: Sinjai, Bone, Luwu’, 
Gowa dan Selayar tentang Hari Jadi Daerah itu masing-masing. 
Dalam seminar dibentuklah tim perumus untuk merumuskan hasil akhir 
produk seminar. Tim ini mengadakan rapat sebanyak enam kali dan 
menghasilkan kesimpulan seminar tentang Hari Jadi Toraja.Dalam kesimpulan 
tersebut diajukanlah dua point rumusan yang merupakan alternatif menyangkut 
Tanggal, Bulan dan Tahun Jadi Toraja yang merujuk pada kearifan budaya 
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nenek moyang (nenek todolo) dan semangat juang yang telah dipersembahkan 
oleh masyarakat Toraja dalam perjalanan panjang Sejarah bangsa. 
Rumusan itu memuat berbagai peristiwa sebagai puncak kejadian penting di 
Tana Toraja yang layak dipertimbangkan oleh Bupati dan selanjutnya diusulkan 
ke Legislatif untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Rumusan 
itu ialah bahwa: 
1. Tanggal 8 September 1710 
1. Tanggal 8 September merujuk pada akhir serangan umum Pahlawan 
Pong Tiku terhadap pertahanan tentara Belanda di beberapa tempat. 
2. Tahun 1710 merujuk pada Basse Malua’ (Perjanjian Malua’) dimana 
terjadi Perjanjian Perdamaian Abadi yang merupakan simbol persatuan 
dan kesatuan antara To Lepongan Bulan Tana Matari’ Allo dengan 
Kerajaan Bone. 
2. Tanggal 26 Agustus 1247 
1. Tanggal 26 Agustus mengacu pada semangat juang Pahlawan Pong Tiku 
dalam memulai serangan umum terhadap pertahanan tentara Belanda 
yang menimbulkan banyak korban dan menyebabkan lumpuhnya 
pertahanan Belanda di beberapa tempat. 
2. Tahun 1247 mengacu pada Budaya, Aluk dan Ada’ yaitu penyebaran 
Aluk Sanda Pitunna di Tana Toraja. Sanda Pitunna adalah suatu sistim 
religi yang menjadi sumber kebudayaan dan pandangan hidup 
masyarakat Toraja yang merupakan faktor penentu eksistensi dan jati diri 
masyarakat Toraja sejak awal abad ke-13. 
Penetapan Hari Jadi Toraja sebagai produk Pemerintah Daerah 
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mengalami proses pembahasan yang cukup ketat di Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Tk II Tana Toraja. 
Proses pembahasan dilakukan bukan hanya dalam sidang tetapi juga dengan 
menugaskan pihak Eksekutif untuk meminta pendapat para ilmuwan dalam 
rangka konfirmasi mengenai Hari Jadi yang merujuk pada penyebarluasan Aluk 
Sanda Pitunna itu. Para pakar itu adalah antara lain Prof DR Mattulada, Prof DR 
Mangemba, Prof DR Salombe’, Prof DR Ny. M. Paranoan, Bpk Yulius Tiranda, 
DR Stanislaus Sandarupa. 
Berbagai rapat pembahasan dilakukan di DPRD dan berlangsung dalam 
suasana yang cukup hangat.Silang pendapat sering terjadi namun akhirnya 
tercipta musyawarah dan mufakat.Kesepakatan diambil berdasarkan suatu 
gambaran komparatif yang diberikan oleh para pakar yang menunjuk permulaan 
Abad ke-13 sebagai titik tolak Tahun Jadi Toraja.Sejak penyebaran Aluk Sanda 
Pitunna di Toraja secara umum dapat diketahui bahwa para To Manurun mulai 
menyebar ke Sulawesi Selatan pada permulaan Abad ke-13. Berdasarkan 
beberapa silsilah yang dimiliki beberapa tokoh masyarakat, antara lain: 
Sangalla’, Kesu’, Mengkendek, Sesean, Saluputti dan Rindingallo ditemukan 
bahwa sampai sekarang sudah ada 25 generasi sejak periode Tangdilino, 
Pasontik dan Pongkapadang (Penyebar Aluk Sanda Pitunna). Ketiga tokoh 
tersebut beserta anak-anaknya, selain mengembangkan Aluk dan Ada’ ke 
seluruh wilayah Tondok Lepongan Bulan Tana Matari’ Allo, mereka juga 
menggerakkan masyarakat membangun tondok (Manglili’ Tondok).Penyebaran 
dan pelestarian Aluk dan Ada’ dikembangkan melalui pranata Tongkonan di 
wilayah masing-masing.Setiap Panglili’ Tondok membentuk Tongkonan sebagai 
pusat pemerintahan dan pelaksanaan ritus-ritus (Aluk).Berdasarkan penyebaran 
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Aluk Sanda Pitunna tersebut, yang kemudian menjadi sumber budaya dan 
falsafah hidup masyarakat Lepongan Bulan Tondok Matari’ Allo, maka Aluk 
dipandang sebagai landasan yang kokoh dalam menentukan titik awal 
keberadaan masyarakat di wilayah Lepongan Bulan Matari’ Allo. 
Sebelum menggunakan kata TANA TORAJA, Tana Toraja terkenal dengan 
namaTONDOK LEPONGAN BULAN TANA MATARI’ ALLO, yang berarti 
NEGERI DENGAN BENTUK PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN 
YANG MERUPAKAN SUATU KESATUAN YANG UTUH - BULAT BAGAIKAN 
BULAN DAN MATAHARI. 
Kata TANA TORAJA baru dikenal sejak Abad ke-17 yaitu sejak daerah ini 
mengadakan hubungan dengan beberapa tetangga di daerah Bugis: Bone, 
Sidenreng dan Luwu. 
Ada beberapa pendapat mengenai arti kata TORAJA antara lain dari bahasa 
Bugis: TO = Orang, dan RIAJA = DARI UTARA. Ada pula yang berpendapat 
bahwa TO RIAJA berarti Orang Dari Barat.Begitu menurut pendapat dari Luwu 
pada permulaan Abad ke-19 ketika penjajah mulai merentangkan sayapnya ke 
daerah pedalaman Sulawesi Selatan. 
Tahun 1906 pasukan penjajah tiba di Rantepao dan Makale melalui Palopo. 
Ketika penjajah itu tiba di Rantepao dan Makale, mereka dihadapi dengan gigih 
oleh beberapa pemimpin Toraja antara lain: PONGTIKU, BOMBING, 
WA’SARURAN yang menimbulkan banyak korban di pihak penjajah. 
Pemerintah Hindia Belanda mulai menyusun pemerintahannya yang terdiri 
dari DISTRIK, BUA’ dan KAMPUNG yang masing-masing dipimpin oleh 
penguasa setempat (Puang, Parengnge’ dan Ma’dika). 
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Setelah 19 tahun Hindia Belanda berkuasa di daerah ini, Tana Toraja 
dijadikan sebagai ONDERAFDELING di bawah SELFBESTUUR Luwu di Palopo 
yang terdiri dari 32 LANSCHAAP dan 410 Kampung dan sebagai 
CONTROLEUUR yang pertama ialah: H. T. MANTING. Pada 8 Oktober 1946 
dengan besluit LTTG tanggal 8 Oktober 1946 Nomor 5 (Stbld. 1946 Nomor 105) 
ONDERAFDELING Makale/Rantepao dipisahkan dari Swapraja yang berdiri 
sendiri di bawah satu pemerintahan yang disebut TONGKONAN ADA’. 
Pada saat Pemerintahan berbentuk Serikat (RIS) tahun 1946 TONGKONAN 
ADA’ diganti dengan suatu pemerintahan darurat yang beranggotakan 7 orang 
dibantu oleh satu badan yaitu KOMITE NASIONAL INDONESIA (KNI)  yang 
beranggotakan 15 orang.  Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 
Sulawesi Selatan Nomor 482, Pemerintah Darurat dibubarkan dan pada tanggal 
21 Pebruari 1952 diadakan serah terima Pemerintahan kepada Pemerintahan 
Negeri (KPN) Makale/Rantepao yaitu kepada Wedanan ANDI ACHMAD. Dan 
pada saat itu wilayah yang terdiri dari 32 Distrik, 410 Kampung dirubah menjadi 
15 Distrik dan 133 Kampung. 
Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 dibentuklah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja yang peresmiannya dilakukan pada 
tanggal 31 Agustus 1957 dengan Bupati Kepala Daerah yang pertama bernama 
LAKITTA. 
Pada Tahun 1961 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2067 A. Administrasi Pemerintahan berubah 




Tana Toraja pada waktu itu terdiri atas 15 Distrik dengan 410 Kampung 
berubah menjadi 9 Kecamatan dengan 135 Kampung. Kemudian dengan Surat 
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 
450/XII/1965 tanggal 20 Desember 1965 diadakan pembentukan Desa Gaya 
Baru. 
 
IV.1.2 Lambang Daerah 
Gambar. 2 
 
Arti Lambang Daerah : 
Lambang Daerah Kabupaten Tana Toraja (berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tingkat II Tana Toraja Nomor :  7 Tahun 1978) terdiri dari 5 (lima) 
bahagian pokok yang menggambarkan unsur-unsur sejarah, 
sosiologis,kultural,ekonomis dan patriotik yang keseluruhannya adalah 
merupakan bagian mutlak yang tak dapat dipisahkan dari Kabupaten Tana 
Toraja dan Negara Republik Indonesia, yaitu : 
1. Bintang 




4. Padi dan Kopi 
5. Dulang 
Arti bagian-bagian lambang : 
1. Bintang yang berpojok 5 (lima) berwarna kuning, melambangkan 
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Rumah Toraja (Tongkonan), lambang kebudayaan khas Toraja. 
3. Perisai lambang keamanan,kejujuran dan keuletan menghadapi 
tantangan alam.  
o Jalur merah dan kuning lambang upacara ufuk timur (rampe 
mataallo), upacara pengucapan syukur (rambu tuka’). 
o Warna hitam lambang upacara ufuk barat (rampe matampu), 
upacara kematian (rambu solo). 
o Ukiran pa’tengke lumu yang berkait-kaitan lambang kerukunan 
kekeluargaan. 
o Warna biru (warna cakrawala) melambangkan harapan dan cita-
cita luhur yang tinggi. 
4. Padi dan Kopi, lambang kemakmuran.  
o Daun Kopi sebanyak 17 (tujuh belas) helai berwarna hijau dan 
buah kopi 8 (delapan) biji berwarna merah serta padi sebanyak 45 
(empat puluh lima) butir berwarna kuning, melambangkan detik-
detik Proklamasi 17 Agustus 1945. 
5. Dulang berwarna coklat, lambang susunan hirarki pemerintahan 
demokratis menuju masyarakat adil dan makmur. 
6. Tulisan Tana Toraja diartikan Kabupaten Tana Toraja. 
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IV.1.3 Visi dan Misi 
Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan 
visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan 
dinamika pembangunan dari berbagai aspek. Dalam konteks itu Pemerintah 
Kabupaten Tana Toraja telah menetapkan Visi 2010 sebagaimana tertuang 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana 
Toraja dengan rumusan :“Terwujudnya pemerintahan yang kompeten 
mengelola pembangunan menuju terciptanya masyarakat Religius, 
Sejahtera, Berkeadilan sesuai karakteristik ekologis, sosial, ekonomi, dan 
budaya Tana Toraja” 
Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tersebut yang pada 
hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Tana 
Toraja kedepan, maka dirumuskan misi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 
Tahun 2010 sebagai berikut: 
1. Revitalisasi fungsi birokrasi & meningkatkan kinerja tata-kelola 
pemerintahan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan serta 
distribusi layanan publik yang bersih, transparan dan akuntabel. 
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan Mutu 
Pendidikan, dan Layanan Kesehatan. Penguatan kapasitas peran institusi 
ke-Agamaan, Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Perempuan 
dalam rangka terciptanya ketahanan serta kesetiakawanan sosial. 
3. Pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dan pengembangan 
sumber daya ekonomi lokal dan pengelolaan potensi sumber daya alam 
serta lingkungan hidup dengan mengandalkan partisipasi seluruh elemen 
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masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan secara 
berkelanjutan. 
4. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur Desa – Kota untuk membuka 
isolasi wilayah khususnya daerah terpencil guna mendukung kelancaran 
akses layanan publik, arus barang dan jasa, pengembangan dan 
diversifikasi potensi Pariwisata serta berbagai potensi Usaha Produktif 
Masyarakat. 
5. Menjadikan Tana Toraja sebagai Kabupaten terdepan dalam 
pengembangan program ”Gerakan Hijau” (Go Green) serta Pariwisata 
berbasis Budaya dan Lingkungan (Eco-Culture Tourism) di Sulawesi 
Selatan. 
 
IV.1.4 Kondisi Fisik dan Wilayah 
Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Makale secara geografis terletak 
di bagian UtaraProvinsi Sulawesi Selatan yaitu antara 2° - 3° Lintang Selatan dan 
119° - 120° Bujur Timur, dengan luas wilayah tercatat 2.054,30 km2 
persegi.Dengan batas-batas, yaitu : 
 Sebelah utara adalah Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi 
Barat 
 Sebelah Selatan adalah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang 
 Sebelah Timur adalah Kabupaten Luwu 
 Sebelah Barat adalah Propinsi Sulawesi Barat 
Secara administratif, Kabupaten Tana Toraja meliputi 19 Kecamatan, 112 
lembang dan 47 kelurahan. Pembagian wilayah menurut kecamatan, jumlah 




Lembang dan kelurahan serta luas kecamatan 
        Sumber : Badan Pertanahan Nasional dan BPS, Kabupaten Tana Toraja. 
 










01 Bonggakaradeng 5 1 206,76 10,06 
02 Simbuang 5 1 194,82 9,48 
03 Rano 5 - 89,43 4,35 
04 Mappak 5 1 166,02 8,08 
05 Mengkendek 13 4 196,74 9,58 
06 Gandasil 9 3 108,63 5,29 
07 Sangalla 3 2 36,24 1,76 
08 Sangalla Selatan 4 1 47,80 2,33 
09 Sangalla Utara 4 2 27,96 1,36 
10 Makale 1 14 39,75 1,93 
11 Makale Selatan 4 4 61,70 3,00 
12 Makale Utara - 5 26,08 1,27 
13 Saluputti 8 1 87,54 4,26 
14 Bittuang 14 1 163,27 7,95 
15 Rembon 11 2 134,47 6,55 
16 Masanda 8 - 134,77 6,56 
17 M. Balepe 5 1 211,47 10,29 
18 Rantetayo 3 3 60,35 2,94 
19 Kurra 5 1 60,50 2,94 
  Total 112 47 2.054,30 100,00 
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Ibukota Kabupaten Tana Toraja terletak sekitar 329 km arah Utara Kota 
Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang melalui Kabupaten Enrekang, 
Kabupaten Sidrap, Kota Pare-pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan 
Kabupaten Maros. Tana Toraja adalah ikon budaya dan pariwisata di Propinsi 
Sulawesi Selatan merupakan salah satu daya tarik industri pariwisata Indonesia, 
hal ini merupakan potensi bagi pengembangan berbagai kegiatan produksi dan 
ekonomi di Kabupaten Tana Toraja. 
 
IV.1.5 Ekonomi 
Kebanyakan masyarakat Toraja hidup sebagai petani.Komoditi andalan dari 
daerah Toraja adalah sayur-sayuran, kopi, cengkeh, cokelat dan vanili. 
Perkenonomian di Tana Toraja digerakkan oleh 6 pasar tradisional dengan 
sistem perputaran setiap 6 hari. Ke enam pasar yang ada ialah: 
1. Pasar Makale 
2. Pasar Rantepao 
3. Pasar Ge'tengan 
4. Pasar Sangalla' 
5. Pasar Rembon 
6. Pasar Salubarani 
7.  
IV.1.6 Sosial dan Budaya 
Jumlah Penduduk di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Survey Sosial 
Ekonomi Nasional tahun 2009 adalah 240.249 jiwa yang tersebar di 19 
Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 32.402 jiwa mendiami 
Kecamatan Makale. Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin 
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laki-laki lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, yang 
masing-masing 122.454 jiwa penduduk laki-laki dan 117.795 jiwa penduduk 
perempuan. Hal ini juga tercermin pada angka rasio jenis kelamin yang lebih 
besar dari 100% yaitu 104%, ini berarti dari 100 orang perempuan terdapat 104 
orang laki-laki. 
Kepadatan penduduk di kabupaten Tana Toraja pada tahun 2009 telah 
mencapai 117 jiwa/km2. Kecamatan terpadat terdapat di kecamatan Makale, 
dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 815 jiwa/km2, sedangkan 
kecamatan yang tingkat kepadatannya penduduk paling rendah adalah 
Kecamatan Bonggakaradeng dan simbuang yaitu 32 dan 34 jiwa/km2. 
Table 2 
Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Kecamatan 
Tahun 2009 
No Kecamatan Jumlah Penduduk Luas (KM
2) Kepadatan 
01 Bonggakaradeng 6,676 206,76 32 
02 Simbuang 6.637 194,82 34 
03 Rano 6.520 89,43 73 
04 Mappak 6.268 166,02 38 
05 Mengkendek 31.439 196,74 160 
06 Gandasil 20.408 108,63 188 
07 Sangalla 7.422 36,24 205 
08 Sangalla Selatan 8.879 47,80 186 
09 Sangalla Utara 8.719 27,96 312 
10 Makale 32.402 39,75 815 
11 Makale Selatan 12.934 61,70 210 
12 Makale Utara 12.774 26,08 490 
13 Saluputti 11.598 87,54 132 
14 Bittuang 14.106 163,27 86 
15 Rembon 20.028 134,47 149 
16 Masanda 5.969 134,77 44 
17 Malimbong Balepe 10.013 211,47 47 
18 Rantetayo 11.398 60,35 189 
19 Kurra 6.059 60,50 100 
  Total 240.249 2.054,30  Sumber: BPS Kab. Tana Toraja 2009 
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Sebagian besar penduduk Kabupaten Tana Toraja beragama Kristen, ditinjau 
dari pemeluk agama pada tahun 2009 tercatat 155.966 Umat Kristen Protestan, 
44.483 Umat Katolik, 31.164 Umat Islam, 8.616 Umat Hindu dan 20 Umat Budha. 
Perkembangan pembangunan di bidang spiritual di daerah ini dapat dilihat dari 
besarnya sarana peribadatan masing-masing agama. 
 
IV.1.7 Potensi Wilayah 
IV.1.7.1 Pariwisata 
Tana Toraja merupakan salah satu daya tarik wisata Indonesia, dihuni oleh 
Suku Toraja yang mendiami daerah pegunungan dan mempertahankan gaya 
hidup yang khas dan masih menunjukkan gaya hidup Austronesia yang asli dan 
mirip dengan budaya Nias. Daerah ini merupakan salah satu obyek wisata di 
Sulawesi Selatan. 
1. Buntu Kalando 
Tongkonan/rumah tempat Puang Sangalla' (Raja Sangalla') 
berdiam.Sebagai tempat peristirahatan Puang Sangala' dan juga merupakan 
Istana tempat mengelola pemerintahan kerajaan Sangalla' pada waktu itu, 
Tongkonan Buntu Kalando bergelar "tando tananan langi' lantangna Kaero 
tongkonan layuk".saat ini Tongkonan Buntu Kalando dijadikan Museum 
Tempat meyimpan benda-benda prasejarah dan peninggalan kerajaan 
Sangalla'. 
2. Pallawa 
Tongkonan Pallawa adalah salah satu tongkonan atau rumah adat yang 
sangat menarik dan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. 
Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang 
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ditancapkan di bagian depan rumah adat. Terletak sekitar 12 km ke arah utara 
dari Rantepao. 
3. Londa 
Londa adalah bebatuan curam di sisi makam khas Tana Toraja.Salah 
satunya terletak di tempat yang tinggi dari bukit dengan gua yang dalam 
dimana peti-peti mayat diatur sesuai dengan garis keluarga, di satu sisi bukit 
lainya dibiarkan terbuka menghadap pemandangan hamparan hijau.Terletak 
sekitar 5 km ke arah selatan dari Rantepao. 
4. Kete Kesu 
Obyek yang mempesona di desa ini berupa Tongkonan, lumbung padi dan 
bangunan megalith di sekitarnya. Sekitar 100 meter di belakang 
perkampungan ini terdapat situs pekuburan tebing dengan kuburan 
bergantung dan tau-tau dalam bangunan batu yang diberi pagar. Tau-tau ini 
memperlihatkan penampilan pemiliknya sehari-hari.Perkampungan ini juga 
dikenal dengan keahlian seni ukir yang dimiliki oleh penduduknya dan 
sekaligus sebagai tempat yang bagus untuk berbelanja souvenir.Terletak 
sekitar 4 km dari tenggara Rantepao. 
5. Batu Tumonga 
Di kawasan ini anda dapat menemukan sekitar 56 batu menhir dalam satu 
lingkaran dengan 4 pohon di bagian tengah.Kebanyakan batu menhir memiliki 
ketinggian sekitar 2–3 meter.Dari tempat ini anda dapat melihat keindahan 
Rantepao dan lembah sekitarnya.Terletak di daerah Sesean dengan 






Tempat ini sering disebut sebagai rumah para arwah.Di pemakaman Lemo 
kita dapat melihat mayat yanng disimpan di udara terbuka, di tengah bebatuan 
yang curam.Kompleks pemakaman ini merupakan perpaduan antara 
kematian, seni dan ritual. Pada waktu-waktu tertentu pakaian dari mayat-
mayat akan diganti dengan melalui upacara Ma' Nene’ 
IV.1.7.2 Pertanian 
Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu wilayah kabupaten yang 
memiliki pengusahaan pertanian tanaman pangan yang sangat strategis di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Luas baku areal persawahan di Kabupaten Tana 
Toraja tahun 2009 mencapai 15.671 Ha. Total areal persawahan yang paling 
luas terletak di Kecamatan Mengkendek mencapai 1.636 Ha. Total produksi padi 
pada tahun 2009 sebesar 75.620,23 Ton dengan luas panen 15.671 Ha. 
Produksi jagung sebesar 8.376,40 ton dengan luas panen 1.838 Ha. 
Hasil produksi perkebunan tahun 2009 yang cukup dominan di Kabupaten 
Tana Toraja adalah tanaman kopi Arabica dan coklat yang masing-masing 
berproduksi sebesar 2.351,00 ton dan 2.277,00 ton.Produksi hasil hutan yang 
terdiri dari Kayu Lunak, Rotan dan damar juga merupakan salah satu sektor yang 








IV.2. Gambaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKKAD) Kabupaten Tana Toraja 
IV.2.1 Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerha 
Kabupaten Tana Toraja 
       Visi adalah gambaran umum yang ingin dicapai di masa depan sedangkan 
misi adalah : 
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Kinerja Guna Mendukung 
Pelayanan Pemerintah dan Pembangunan yang Bersih, Berkualitas, Profesional 
dan Akuntabel. 
       Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut : 
1. Meningkatkan Pendapatan Daerah  
2. Meningkatkan Efisien dan Efektivitas Belanja Daerah 
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 
4. Meningkatkan Sarana dan Prasaran 
5. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Sumber-sumber 
Pendapatan Daerah 
6. Meningkatkan administrasi pengelolaan Keuangan Daerah 
7. Meningkatkan kinerja pengelokasian belanja daerah secdara efisien, 
efektif, dan transparan berdasarkan skala prioritas 
8. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan 
keuangan daerah 
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan, 
pendapatan daerah 




IV.2.2 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan 
fungsi dialokasikan dalam organisasi.lebih lanjut struktur akan berdampak 
terhadap cara orang melakukan tugas (bekerja) dalam organisasi. Struktur 
organisasi juga dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku 
seseorang dalam organisasi. Adapun struktur organisasi DPPKAD yang diatur 
didalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2009 terdiri dari : 
1. Kepala Dinas 
2. Sekertaris 
a. Sub Bagian Umum Kepegawaian 
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelapora 
c. Sub Bagian Keuangan 
3. Bidang Pendataan dan Penetapan 
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran 
b. Seksi Perhitungan 
c. Seksi penetapan 
4. Bidang Penagihan dan Penerimaan 
a. Seksi Penagihan 
b. Seksi Keberatan 
c. Seksi Pengelolaan Penerimaan 
5. Bidang Anggaran 
a. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan 
b. Seksi Anggrana Belanja Tidak Langsung 




6. Bidang Perbendaharaan : 
a. Seksi Kas dan Giro 
b. Seksi Pengujian Belanja Tidak Langsung 
c. Seksi Pengujian Belanja Langsung 
7. Bidang Akuntansi : 
a. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan 
b. Seksi Akuntansi Belanja Langsung dan Pengeluaran Biaya 
c. Seksi Akuntansi Belanja Langsung 
8. Bidamg Aset : 
a. Seksi Perncanaan dan Pengadaan 
b. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan 
c. Seksi Inventarisas, Pengawasan dan Penghapusan  
9. Kelompok Jabatan fungsional 
 
IV.2.3 Kepegawaian 
Dalam mendukung keberhasilan tujuan organisasi makan organisasi Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh salah satu 
aspek yaitu aspek Sumber Daya Manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil yang 
berjumlah 78 orang serta  tenaga kontrak 76 orang , untuk lebih jelasnya dapat 










Keadaan Pegawai di DPPKAD Kabupaten Tana Toraja 
Menurut Pangkat/Jabatan 
NO PANGKAT/JABATAN JUMLAH KET 
1 Pembina  Utama Muda,IV/c 1  
2 Pembina Tk.I/IV/b 2  
3 Pembina /IV/a 3  
4 Penata Tk.I/III/d 13  
5 Penata /III/c 6  
6 Penata Muda Tk.I/III/b 11  
7 Penata Muda /III/a 18  
8 Pengatur Tk.I/II/d 1  
9 Pengatur/II/c 8  
10 Pengatur Muda Tk.I/II/b 4  
11 Pengatur Muda /II/a 8  
12 Juru Muda /Ia 3  
13 Tenaga Kontrak/Honorer 76  
 JUMLAH 154  
Sumber data DPPKAD kab.Tana Toraja, 2012 
 
Sumber Daya Manusia aparat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah ditunjang dengan tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada table 
dibawah ini : 
Tabel 4 
Keadaan Pegawai di DPPKAD Kabupaten Tana Toraja 
Menurut Pendidikan 
NO PENDIDIKAN PNS TENAGA 
KONTRAK 
JUMLAH KET 
1 S2 16 0 16  
2 S1 31 26 57  
3 Akademi/ D3 7 1 8  
4 D1 - - -  
5 SLTA 21 20 41  
6 SLTP 3 29 31  
 JUMLAH 78 76 154  








HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Aset daerah adalah semua semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang 
sah. Secara garis besar, pengelolaan aset Daerah Kabupaten Tana Toraja 
mengikuti kaidah-kaidah undang-undang Nomor 32 Tahun 1998 terdiri atas : 
1. Barang Milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan 
umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan 
tanggungan, atau digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
2. Barang Milik Daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang 
daerah untuk dijual. dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
3. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan 
keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas 
dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
4. Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah, mutu barang, usia pakai, dan 
nilai ekonomis yang dilakukan secara transparan dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Adanya peraturan akan mendukung pengelolaan aset daerah yang dilakukan 
unit-unit kerja pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
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Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja untu mewujudkan pengelolaan aset daerah 
yang efektif dan efisien. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Tana 
Toraja, ia menjelaskan bahwa : 
“ Sampai pada saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur, tetapi 
perhatian pemerintah tetap ada misalnya dalam hal penertiban. Untuk saat ini 
pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 
2007 dalam mengelolah aset daerah yang ada.” 
(Kepala DPPKAD, 15 Januari 2013). 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa belum ada Peraturan 
Daerah yang mengatur pengelolaan aset daerah di Kabupaten Tana Toraja 
sampai saat ini.Sehingga dalam mengelola aset daerah yang ada pemerintah 
Kabupaten Tana Toraja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 
17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
Maksud penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah  
adalah menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam 
pengelolaan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Adapun tujuan penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah  
adalah daripada pedoman teknis ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi 
pejabat/aparat pengelola barang milik daerah secara menyeluruh sehingga dapat 
dipakai sebagai acuan oleh semuapihak dalam rangka melaksanakan tertib 
administrasi barang milik daerah. 
 Sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah ini, maka dalam penyusunannya digunakan 





V.1 Perencanaan Kebutuhan Dan Pengadaan 
Perencanaan kebutuhan Barang adalah merupakan salah satu faktor yang 
sangat penting dalam pengelolaan Barang/Aset khususnya di  Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD ) Kabupaten Tana Toraja 
yang meliputi perencanaan pengadaan jenis barang serta jumlah pengadaan 
barang yang disesuaikan kebutuhan dalam suatu organisasi. Kepala Bidang Aset 
sebagai unit pelaksana dalam perencanaan pengadaan barang  mempunyai 
tugas tanggungjawab yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan setiap 
SKPD dalam hal pengadaan dan perencaan kebutuhan barang. Berikut 
penuturan Kepala Bidang Aset DPPKAD : 
“. . . Kami disini mempunyai kapasitas sebagai penghubung.Kami 
mengumpulkan data dari tiap SKPD kemudian direkap dalam APBD.Jadi itu 
harus berkoordinasi dengan Bidang Akuntansi atau belanja modal.Untuk bisa 
membuat perencanaan kebutuhan dengan baik maka setiap SKPD, Bidang Aset 
dan Bidang Akuntansi harus bekerjasama.” 
(Kepala Bidang Aset, 18 Januari 2013). 
 
Penetapan kebutuhan barang serta pemeliharaannya harus sesuai dengan 
daftar kebutuhan yang telah disampaikan oleh masing-masing unit organisasi 
lingkup pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagai acuan dalam menetapkan 
tingkat kebutuhan barang dalam suatu organisasi sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengandaan pada tanggal 18 
Januari 2013 yang mengatakan bahwa : 
“. . . Kebutuhan barang serta biaya pemeliharaan dilakukan berdasarkan 
daftar kebutuhan barang yang disampaikan oleh masing-masing SKPD yang 
selanjutnya kami melakukan verifikasi yang nantinya kami tuangkan dalam APBD 
Kabupaten Tana Toraja”  
 
Berikut jumlah kebutuhan kendaraan bermotor tiap SKPD di Kabupaten Tana 
Toraja yang telah diusulkan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana 
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Kerja Anggaran pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset 
Daerah : 
Tabel 5 
Jumlah Perencanaan Kebutuhan Kendaraan Bermotor tiap SKPD di Kabupaten 
Tana Toraja tahun 2012 
No SKPD Jumlah Roda dua 
Jumlah 
Roda Empat Jumlah 
01 Dinas Pendidikan    
02 Dinas Kesehatan    
03 Inspektorat    
04 RSUD Lakipadada    
05 Dinas PUK    
06 BKKBD-PP    
07 Dinas Kesejahteraan Sosial    
08 DKP    
09 Kantor Kesbang dan Linmas    
10 Dinas Koperasi dan UKM  1 1 
11 Sekretariat Daerah    
12 Setwan    
13 DPPKAD    
14 Dinas Perhubungan    
15 Kec. Makale    
16 Kec. Kurra 3  3 
17 Kec. Rantetayo    
18 Kec. Mengkendek    
19 Kec.Gandasil    
20 Kec. Sangalla’    
21 Kec. Sangalla’ Selatan    
22 Kec. Malimbong Balepe    
 23 Kec. Masanda 2  2 
24 Kec. Makale Utara    
25 Kec. Rano 2  2 
 Total 7 1 8 
Sumber data DPPKAD kab.Tana Toraja, 2012 
 
“. . . Perencanaan kebutuhan barang tiap SKPD harus disesuaikan dengan 
tingkat kebutuhan SKPD tersebut sehingga tidak terjadi pemborosan, ini 
dilakukan untuk meminimalisir serta penghematan pengadaan aset.” (Kepala 






Adapaun penuturan Kepala Bidang Akuntansi yaitu: 
“. . . Perencanaan jumlah kebutuhan barang yang telah disusun selanjutnya 
akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk dituangkan 
kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” 
(Kepala Bidang Akuntansi, 18 Januari 2013). 
 
Dalam Perencanaan suatu kebutuhan barang atau aset yang dipergunakan 
sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan sangat 
dibutuhkan perencanaa yang matang sehingga tidak terjadi pemborosan. 
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pengelolaan aset daerah perlu 
dilakukan terlebih dahulu perencanaa pengelolaan aset daerah, yakni jumlah 
barang yang dibutuhkan oleh unit-unit kerja, kualitas aset daerah dan jenis aset 
daerah.Fungsi perencaan pengelolaaan aset daerah menunjukkan para 
pimpinan terlebih dahulu memikirkan tujuan dan kegiatannya yang didasarkan 
pada metode, dan logika tertentu.Sedangkanuntuk melaksanakan semua 
rencana yang telah disusun dan disetujui maka perlu diorganisir melalui berbagai 
koordinasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya 
lainnya yang dimiliki organisasi.Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada 
kemampuan untuk mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. 
Secara garis besar, pengadaan barang milik daerah di Dinas Pengelolaan 
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mengikuti kaidah-kaidah Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 terdiri atas : 
1. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 
efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan 
akuntabel. 
2. a. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh Panitia 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. 
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b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah. 
c. Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk 
membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa. 
3. a. Pengdaan barang/jasapemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 b. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan 
menganut asas keseragaman, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
4. a. Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia 
Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah. 
 b. Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala daerah . 
 c. Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk Panitia Pemeriksa 
Barang/Jasa. 
5. a. Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah 
daerah kepada Kepala Daerah melalui pengelola. 
 b. Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang/jasa. 
Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa ada hal-hal yang harus 
diperhatikan sebagaiberikut yaitu : 
a. keseluruhan dokumen kontrak yang bersangkutan harus disusun sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dan/atau ketentuan yang tercantum da;lam 
perjanjian yang bersangkutan; 
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b. Penyedia barang/jasa yang ditunjuk benar-benar mampu dan memiliki reputasi 
baik, antara lain dibuktikan dari pelaksanaan pekerjaannya pada kontrak yang 
lain pada waktu lalu di Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya 
yang bersangkutan dan ditempatkan pemberi kerja yang lain; 
c. Harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan, 
menguntungkan daerah dan telah dibandingkan dengan standar harga 
Untuk mencapai hasil yang optimal sesua dengan arah, sasaran dan tujuan 
telah ditetapkan, maka perlu dilakukan upaya-upaya terhadap pengembangan 




















Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor tiap SKPD di Kabupaten Tana Toraja 
tahun 2012 
 







01 Dinas Pendidikan    
02 Dinas Kesehatan    
03 Inspektorat    
04 RSUD Lakipadada    
05 Dinas PUK    
06 BKKBD-PP    
07 Dinas Kesejahteraan Sosial    
08 DKP    
09 Kantor Kesbang dan Linmas    
10 Dinas Koperasi dan UKM  1 1 
11 Sekretariat Daerah    
12 Setwan    
13 DPPKAD    
14 Dinas Perhubungan    
15 Kec. Makale    
16 Kec. Kurra 3  1 
17 Kec. Rantetayo    
18 Kec. Mengkendek    
19 Kec.Gandasil    
20 Kec. Sangalla’    
21 Kec. Sangalla’ Selatan    
22 Kec. Malimbong Balepe    
 23 Kec. Masanda 2  1 
24 Kec. Makale Utara    
25 Kec. Rano 2  2 
 Total 7 1 5 
 
Dalam wawancara penulis dengan Kepala Bagian Aset Daerah pada tanggal 
18 Januari 2013, mengatakan bahwa : 
“ . . . perencanaan pengadaan aset daerah telah dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, sehingga perencanaan pengadaan barang 
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didasarkan atas kebutuhan dan pemakaian dari masing-masing bagian dalam 
lingkupnya.” 
 
Adapun tata cara pembelian barang dan jasa yang dilaksanakan di Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD) Kabupaten 
Tana Toraja melalui : 
1. Pelelangan, yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan 
barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara 
pengelola barang/jasa yang setara dan emenuhi syarat, berdasarkan metode 
dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak=pihak yang 
terkait secara asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik 
Pelaksanaan pelelangan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang 
berlaku maka pelaksanaan lelang meliputi: (1) proses penawaran .(2) 
pembayaran bagi peserta lelang yang dinyatakan menang, (3) penyerahan 
fisik. 
2. Pemilihan Langsung, yaitu cara pengadaan barang dan jasa yang 
dilaksanakan memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (price 
quotation) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara 
bersaing, baik dilakukan teknis maupun harga, sehingga diperoleh haga yang 
wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Cara ini dilakukan 
apabila cara pelelangan sulit dilaksanakan atau kurang terjaminnya 
pencapaian sasaran. 
3. Penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa yang penyedia 
barang/jasa ditentukan oleh Kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin 
proyek/bagian proyek/pejabat yamg disamakan/ditunjuk. Tujuannya untik 
menjamin pencapaian tujuan dan sasaran 
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4. Swakelola, adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan 
dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau 
upah borongan tenaga. 
Dari wawancara yag dilakukan dengan pejabat Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten tana Toraja didapat bahwa 
pelaksanaan pengadaan aset daerah sangat disesuaikan dengan prinsip-prinsip 
pengadaan barang/jasa yakni prinsip efisien, dimana pengadaan barang 
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai 
sasaran, prinsip efektif yang artinya pengadaan barang/jasa sesuai dengan 
kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Dan menggunakan prinsip 
terbuka dan bersaing, yaitu pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia 
barang/jasa yang memenuhi peersyaratan dan dilakukan melalui persaingan 
yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi 
syarat/criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas, 
transparan, dan tidak diskriminatif serta prinsip akuntabel, berarti harus 
mencapai sasaran pelaksanaa tugas umum pemerintahan dan pelayanan 
masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam 
pengadaan barang/jasa. 
Setelah aset diadakan, diterima, diceksesuai dengan spesifikasi barang dan 
dimasukkan ke gudang. Kemudian aset daerah untuk digunakan oleh unit-unit 
/kerja diperlukan pendistribusian agar unit-unit /bagian kerja dapat terpenuhi 
kebutuhan akan alat pendukung/operasional dalam pelaksanaan tugas pokonya. 
Pendistribusian merupakan suatu usaha untuk meneruskan persediaan barang 
ke satu tempat tertentu sesuai dengan perencanaan, permintaan atau transit. 
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Adapun pendistribusian aset daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada table berikut ini : 
Tabel 7 
Pendistribusian Kendaraan Bermotor pada Setiap SKPD di Kabupaten 
Tana Toraja 





01 Dinas Pendidikan - - - 
02 Dinas Kesehatan - - - 
03 Inspektorat - - - 
04 RSUD Lakipadada - - - 
05 Dinas PUK - - - 
06 BKKBD-PP - - - 
07 Dinas Kesejahteraan Sosial - - - 
08 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - - - 
09 Kantor Kesbang dan Linmas - - - 
10 Dinas Koperasi dan UKM mobil 1 0 
11 Sekretariat Daerah - - - 
12 Setwan - - - 
13 DPPKAD - - - 
14 Dinas Perhubungan - - - 
15 Kec. Makale - - - 
16 Kec. Kurra motor 3 1 
17 Kec. Rantetayo - - - 
18 Kec. Mengkendek - - - 
19 Kec.Gandasil - - - 
20 Kec. Sangalla’ - - - 
21 Kec. Sangalla’ Selatan - - - 
22 Kec. Malimbong Balepe - - - 
 23 Kec. Masanda motor 2 1 
24 Kec. Makale Utara - - - 
25 Kec. Rano motor 1 0 
 Total  7 2 




Dari Tabel 2 di atas, memperlihatkan bahwa pendistribusian aset daerah ke 
setiap SKPD relatif kurang terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan 
barang/aset daerah dialihkan ke unit-unit kerja lain atau dalam perencanaannya 
barang tidak seluruhnya mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja untuk 
dilakukan pengadaannya dan keterbatasan dana anggaran. 
 
V.2 Inventarisasi 
Pada hakikatnya,Inventarisasiadalah kegiatan untuk melakukan pengecekan 
antara data administratif barang milik daerah dengan kondisi fisik barang milik 
daerah yang bersangkutan.Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui 
jumlah dan nilai serta kondisi barang milik daerah yang sebenarnya, yang 
dikuasai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang atas suatu obyek 
barang.Dan perlunya pengkodean barang inventaris berdasarkan golongan, 
kepemilikan dinas/kantor dan lokasibarang sesuai dengan kode masing-masing 
dinas/kantor di Kabupaten Tana Toraja. 
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam 
wawancara dengan penulis pada tanggal 15 Januari 2013 mengatakan bahwa : 
“ . . . sebagai pemerintah daerah kita perlu mengetahui jumlah dan nilai 
kekayaan yang dimiliki daerah. Untuk itu kami melakukan identifikasi dan 
inventarisasi nilai dan potensi aset daerah.Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai 
kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh daerah.” 
 
Secara garis besar,  barang milik daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah mengikuti kaidah-kaidah Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 17 Tahun 2007 terdiri atas : 
64 
 
1.  Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah 
setiap 5 (lima)tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku 
Induk Inventaris besertarekapitulasi barang milik pemerintah daerah. 
2. Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik 
daerah. 
3. Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1),ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
1. Sensus barang milik daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dilaksanakan 
serentak seluruhIndonesia. 
2.  Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 
3 (tiga) bulansetelah selesainya sensus. 
3.  Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik 
daerah. 
4. Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam 
pengerjaandikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 
Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu 
dalam kedaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil 
guna.Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam 
unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun 
kontruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi 
persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan. 
Penyelenggaraan pemeliharaan dapat berupa : 
a) Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari hari oleh 
Unit pemakai / pengurus barang tanpa membebani anggaran; 
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b) Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan 
secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan 
pembebanan anggaran; dan 
c) Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan 
secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat 
diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang 
mengakibatkan pembebanan anggaran. 
Oleh karena itu, perencanaan pemeliharaan sangat perlu dibuat agar 
tindakan atau gambaran pekerjaan yang dilaksanakan terhadapnaset daerah 
jenis dan tertulis memuat macam/jenis barang, jenis pekerjaann, banyaknya atau 





























01 DPU  80 2 1 
02 Dinas Kesehatan 202 0 6 
03 Dinas Pertanian dan pangan  
145 0 0 
04 BAPPEDA 15 0 0 
05 Sekretariat Daerah  125   
06 BPKMD-UMD 20 0 0 
07 Dinas Kesejahteraan Sosial 
22 0 0 
08 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
18 0 0 
09 Kantor Kesbang dan Linmas 
 
  
10 Dinas Koperasi dan UKM 
35 0 0 
11 Dinas kependudukan 50 2  
12 Dinas Permukiman dan Tata Ruang 
19 0 0 
13 DPPKAD    
14 Dinas Peternakan dan Perikanan 
32 0 0 
15 Informasi dan Komunikasi 
24 0 0 
16 Dinas Pertambangan dan Energi 
33 0 0 
17 KP4 34 0 0 
19 Arsip dan Perpustakaan 35 0 0 
20 Kec. Sanggalangi 27 0 0 
21 Kec. Makale 30 0 0 
22 Kec. Kesu’ 29 0 0 
 Total    






Aset yang rusak berat dan sulit untuk diperbaiki akan dilakukan 
penghapusan. Pada prinsipnya semua barang milik daerah dapat dihapuskan, 
yakni : 
a. Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan/ alasan-
alasan sebagai berikut: 
1) rusak berat, terkena bencana alam/force majeure. 
2) tidak dapat digunakan secara optimal (idle) 
3) terkena planologi kota. 
4) kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas. 
5) penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi. 
6) pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam. 
b. Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan 
sebagai berikut : 
1) pertimbangan Teknis, antara lain: 
 secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak 
ekonomis bila diperbaiki. 
 secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi. 
 telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa. 
 karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan 
sebagainya. 
 selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut 
dalam penyimpanan/pengangkutan. 
2) Pertimbangan Ekonomis, antara lain : 
 Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle. 
68 
 
 Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, 
karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat 
yang diperoleh. 
3) Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang 
disebabkan: 
 Kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atauPengurus Barang. 
 Diluar kesalahan/kelalaian Penyimpan dan/atauPengurus Barang. 
 Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak. 
 Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga ( force majeure ). 
Adapun data kondisi Aset daerah pada Setiap Satuan Kerja Perangkat 
























Kondisi Barang yg 
dihapuskan Teknis Ekonomis 
01 DPU  80 2 1 1 
02 Dinas Kesehatan 202 0 6 6 
03 Dinas Pertanian dan pangan  
145 0 0 0 
04 BAPPEDA 15 0 0 0 
05 Sekretariat Daerah  125   0 
06 BPKMD-UMD 20 0 0 0 
07 Dinas Kesejahteraan Sosial 
22 0 0 0 
08 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
18 0 0 0 
09 Kantor Kesbang dan Linmas 
 
   
10 Dinas Koperasi dan UKM 
35 0 0 0 
11 Dinas kependudukan 50 2  0 
12 Dinas Permukiman dan Tata Ruang 
19 0 0 0 
13 DPPKAD     
14 Dinas Peternakan dan Perikanan 
32 0 0 0 
15 Informasi dan Komunikasi 
24 0 0 0 
16 Dinas Pertambangan dan Energi 
33 0 0 0 
17 KP4 34 0 0 0 
19 Arsip dan Perpustakaan 35 0 0 0 
20 Kec. Sanggalangi 27 0 0 0 
21 Kec. Makale 30 0 0 0 
22 Kec. Kesu’ 29 0 0 0 
 Total     





Berdasarkan tabel 9 diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan 
aset daerah yang sudah tidak efisien atau tidak dapat dipergunakan kurang 
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena pembuatan laporan 
pertanggungjawaban terhadap terhadap penghapusan aset daerah milik daerah 
kurang akurat dan aset daerah khususnya barang bergerak. Hal ini disebabkan 
karena system inventarisasi pendataan barang bergerak dari setiap SKPD tidak 
terlaksanan dengan baik, hal ini akan berdampak pada kelancaranpelaksanaan 




Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah yang sudah sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpan dari rencana, maka 
dibutuhkan suatu pengawasan sebagai usaha untuk mengetahui atau menilai 
dengan semestinya. Dalam fungsi pengawasan tersebut tindakan pelaporan 
merupakan bagian atau siklus manajemen. 
Secara garis besar pengawasan  barang milik daerah  di Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengikuti Peraturan Menteri Dalam 
Negeri yang tertuang dalam pasal 82, terdiri atas : 
1. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik 
daerah. 
2. Kepala Daerah melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah. 
3. Penggunaan Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap 
penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang 
berada di bawah penguasaannya. 
4. Pelaksanaan pemantauan dan ketertiban dan penertiban sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh pengguna. 
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5. Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas 
fungsional untuk melakukan audit  tindak lanjut hasil pemantauan dan 
penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). 
6. Pengguan dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan perundang-
undangan. 
Serta diatur pula dalam pasal 83, yang terdiri dari : 
1. Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas 
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang 
Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan 
pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 
2. Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat 
meminta aparat pengawas fumgsional untuk melakukan audit atas 
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang 
Milik Daerah. 
3. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. 
Pelaporan penting dilakukan agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan 
karena akan lebih mudah untuk mengadakan pengendalian sebagaimana yang 
telah dikemukakan oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Tana Toraja wawancara 
penulis pada tanggal 15 Januari 2013 yang mengatakan bahwa : 
“. . . Fungsi pengawasan terus kami lakukan terutama dalam hal pengadaan 
aset daerah mulai dari tahap pengadaan aset sehingga pelaporan hasil 
pelaksanaan pengadaan sebagai alat control menghindari kesalahan-





Lebih lanjut Kepala Bidang Aset wawancara penulis pada tanggal 18 Januari 
2013 yang mengatakan bahwa : 
“. . . Perlunya melakukan tindakan Preventif dan Represif dalam pengadaan 
aset daerah yang dapat menimbulkan penyelewengan sehinggafungsi control 
harus terus dilakukan baik dalam hal pengelolaannya disamping pengawasan 
dapat terus dilakukan.” 
 
Pelaksanaan pengawasan preventif perlu dilakukan pengawasan melekat 
dalam bentuk pemeriksaan dan penelitian secara langsung baik terhadapa 
kebenaran fisik maupun administrasi. Oleh karena itu, dalam pengawasan 
preventif tindakan-tindakan yang dilakukan adalah : 
1. Penyelenggaraan penatausahaan aset daerah pada umumnya/sebagian 
besar hanya didasarkan pada catatan administrasi yang ada, dimana 
catatan tersebut belum menjamin kelengkapan dan kebenarannya. Dalam 
ranga pelaksanaan pengawasan preventif perlu dilakukan pengawasan 
melekat dalam bentuk pemeriksaan dan penelitian secara langsung baik 
terhadap kebenaran fisik maupun administrasi. Kegiatan pemeriksaan 
dan penelitian tersebut dilakukan pada saat opname fisik daerah tersebut. 
Melalui pengawasan pada saat opname fisik aset daerah akan diperoleh 
hasil yang bersifat koreksi terhadap pembukuan dan pelaporan yang 
telah dilaksanakan maupun sebagai bahan pengarahan untuk tindak 
lanjut dalam rangka pemeliharaan demi diperolehnya data yang akurat 
dan mutahir engenai jumlah jenis, spesifikasi, mutu dan lokasi barang. 
2. Pelaksanaan opname fisi aset daerah harus direncanakan agar 
pelaksanaannya dapat dijalankan secara tertib, lancer tanpa 
mengganggu pelaksanaan kegiatan rutin serta mencapai sasaran 




“. . . pengawasan terhadap aset daerah telah sesuai, karena pengawasan 
preventif sudah cukup berjalan dengan baik dan pengawasan preventif 
dilakukan khususnya opname fisik juga telah dilakukan walaupun 
pelaksanaannya belum dilakukan secara rutin, mulai dari proses 
pengadaan maupun pendistibusian” 
(Kepala DPPKAD, 18 Januari 2013). 
 
Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan selama dan 
setelah kegiatan pengelolaan barang dilaksanakan.Sifat dari pengawasan 
represif adalah koreksi terhadap adanya penyimpangan/pelanggaran ketentuan 
yang berlaku. Pengawasan represif terhadap aset daerah dilakukan yang 
dalampenatausahaannya tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
1. Adanya aset daerah yang kondisi telah rusak dan tidak bisa diperbaiki 
2. Adanya aset daerah yang hilang (tidak ditemukan) 
3. Adanya aset daera yang tidak tercatat dalam buku pembelian 
Apabila faktor tersebut diatas dijumpai dalam rangka pelaksanaan barang 
maka tindakan pengawasan secara represif perlu dilakukan dala pengadaan 
barang agar dapat menjamin pengadaanya dari segi kualitas, kuantitas dan 
jenisnya. 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja 
harus memiliki system untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi 
pengelolaan aset daerah dan hasilnya dianalisis guna menentukan keberhasilan 
pencapaian pengelolaan aset daerah sangat penting untuk mengetahui hasil 
kemajuan dari suatu kegiatan yang dilakukan, karena jika tidak ada pengukuran 
secara actual maka tidak ada perbedaan secara jelas mengenai kegiatan 
pengelolaan aset daerah yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja. Salah satu pengukuran 
kinerja pengelolaan aset daerag adalah evaluasi. 
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“. . . Evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah di DPPKAD sudah dilakukan 
dengan ketentuan yang berlaku.Hal ini ditinjau dari evaluasi kinerja pengelola 
aset daerah dilakukan secara internal maupun eksternal.” 
( Kepala DPPKAD, 18 Januari 2013).  
 
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, diketahui bahwa evaluasi 
pengelolaan dilakukan secara intern maupun eksternal, hal ini dilakukan agar 
























KESIMPULAN DAN SARAN 
 
VI.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis terhadap data-data guna 
mejawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan 
Manajemen Aset Daerah studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Pelaksanaan Pengadaan aset daerah dalam meningkatkan pengelolaan yang 
efektif belum berjalan dengan baik. Dikarenakan perencanaan pengadaan 
barang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja dan ketersediaan dana 
yang terbatas sebagai akibat kurangnya perhatian pimpinan dalam 
menyusulkan anggaran dalam pengadaan aset daerah untuk mendukung 
operasioanal disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu kurang 
adanya penyesuaian pelaksanaan pengadaan barang dengan ketentuan 
yang berlaku karena pengadaan masih kurang memperhatikan kesesuaian 
harga barang, dan pengadaan aset daerah masih cenderung membeli 
dengan penunjukan langsung, pendistribusian barang yang relative masih 
kurang merata ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
2. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah kurang memberikan peningkatan 
pegelolaan, karena pengklasifikasian barang yang belum optimal dilakukan, 
pemeliharaan aset daerah yang kurang dilakukan secara periodic dan kurang 
perhatian pegawai terhadap aset daerah yang dipakai ssetiap harinya, 
penghapusan aset daerah dalam meningkatkan pengelolaan yang efektif 
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relatif masih kurang baik. Hal ini disebabkan pendataan barang dari setiap 
Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak berjalan dengan baik. 
3. Pengelolaan pengawasan aset daerah masih kurang memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan pengelolaan yang efektif, karena pengawasan yang 
dilakukan belum sepenuhnya secara rutin dilakukan secara langsungdengan  
mengecek secara langsung dilapangan, sehingga memungkinkan terjadinya 
penyimpangan terhadap pengelolaan aset daerah yang berakibat pada 
hilangnya aset daerah, terjadi barang yang rusak ringan maupun berat dan 
pembelian barang tanpa dilakukan pembukuan. 
 
VI.2 SARAN 
Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan diatas, maka penulis 
mecoba merekomendasikan beberapa hal dalam Pengelolaan Aset Daerah pada 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana 
Toraja sebagai berikut : 
1. Untuk peningkatan pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien, 
sebaiknya dalam pengadan aset daerah perlu melakukan perencanaan 
aset daerah lebih selektif untuk memperhatikan kualitas, kualitas dan 
harga barang, perencanaan pengadaan agar lebih menyesuaikan 
kebutuhn setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah dan pimpinan lebih 
memperhatiakn serta ikut dalam penyusunan perencanaan pengelolaan 
aset daerah agar pemgusulan dana untuk pengadaan aset daerah lebih 
aksimal. Pembelian  aset daerah sebaiknya mengikuti tata cara daerah 
lebih maksimal. Pembelian aset daerah sebaiknya mengikuti tatacara 
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pembelin aset daerah. Dan perlu dilakukan peninjauan langsung ke 
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.  
2. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebaiknya mennerapkan aplikasi 
inventarisasi aset daerah didalam pencatatan aset daerah melalui Sistem 
Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Maksud penerapan 
SIMBADA adalah untuk mempercepat perolehan informasi mengenai 
inventarisasi barang milik daerah. Sedangkan tujuan pelaksanaan 
SIMBADA adalah untuk mendapatkan data yang benar dan akurat.  
3. Untuk mendukung peningkatan pengelolaan aset daerah, perlu ditindak 
lanjuti dengan pengawasan atasan langsung (intern) dan pengawasan 
fungsional (extern) bagi pengawasan preventif maupun represif serta 
lebih meningkatkan pengawasan dengan mengecek secara langsung di 
lapangan oleh aparat pengawasan, sehingga kemungkinan terjadi 
penyimpangan relative lebih kecil, guna meningkatkan pengelolaan aset 
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